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ABSTRAK

MEKANISME PEMOTONGAN DAN PENYETORAN PPH PASAL 21
DALAM PENGELOLAAN GAJI PEGAWAI DI PEMERINTAHAN KOTA
BANDAR LAMPUNG

OLEH :
ASTRI IVO

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemotongan dan
penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam pengelolaan gaji pegawai di
Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. Metode yang digunakan adalah
deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Hasil penulisan menunjukkan bahwa mekanisme
pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan melalui beberapa tahapan,
yaitu penyusunan gaji dan perhitungan pajak oleh OPD, pembuatan SPM, verifikasi
oleh BKAD, penerbitan SP2D, hingga penyetoran pajak ke kas negara melalui Bank
Lampung dengan menggunakan e-billing dan NTPN. Secara umum, pelaksanaan
telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat kendala seperti
kesalahan input data, keterlambatan administrasi, dan gangguan sistem. Upaya
perbaikan dilakukan melalui peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi sistem

digital, serta peningkatan koordinasi antar instansi.

Kata kunci: PPh Pasal 21, pemotongan pajak, penyetoran pajak
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran
penting dalam membiayai pembangunan nasional maupun daerah. Salah satu
jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan adalah Pajak Penghasilan
(PPh), khususnya PPh Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan yang diterima
oleh orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya.
Dalam praktiknya, PPh Pasal 21 menggunakan sistem withholding tax, di mana
pajak dipotong langsung oleh pemberi kerja sebelum penghasilan diterima oleh

wajib pajak.

Dalam lingkungan instansi pemerintah daerah, pengelolaan gaji pegawai tidak
hanya mencakup pembayaran hak pegawai, tetapi juga kewajiban perpajakan
yang harus dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung melalui Badan
Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memiliki peran penting dalam mengelola
keuangan daerah, termasuk proses penggajian pegawai serta pemotongan dan

penyetoran PPh Pasal 21.

Mekanisme pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 dalam pengelolaan gaji
pegawai melibatkan berbagai pihak, seperti Organisasi Perangkat Daerah
(OPD), bendahara pengeluaran, BKAD, Kas Daerah, hingga bank yang
ditunjuk. Proses tersebut terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari penyusunan
daftar gaji, perhitungan pajak, pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM),
verifikasi, penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), hingga
penyetoran pajak ke kas negara melalui sistem e-billing dan penerbitan Nomor

Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).



Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti
kesalahan dalam penginputan data gaji dan status wajib pajak, keterlambatan
administrasi, gangguan sistem perpajakan elektronik, serta kurangnya
koordinasi antar instansi terkait. Selain itu, perubahan regulasi perpajakan yang
dinamis juga menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksana di lapangan dalam

memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana proses mekanisme
pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 dalam pengelolaan gaji pegawai di
Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. Analisis ini penting untuk
mengetahui  kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan perpajakan,
mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan upaya perbaikan
guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan
pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menyusun laporan tugas
akhir dengan judul “Mekanisme Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 21
dalam Pengelolaan Gaji Pegawai di Pemerintah Daerah Kota Bandar

Lampung.”

1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana mekanisme pemotongan, penyetoran Pajak penghasilan Pasal
21 atas gaji pegawai di Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemotongan dan
Penyetoran PPh pasal 21?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

1.3 Tujuan Penulisan
1. Untuk mendapatkan wawasan mengenai alur pemotongan, penyetoran, dan
pelaporan pajak Penghasilan Pasal 21 ayang berkaitan dengan gaji
pegawai.
2. Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan pemotongan dan penyetoran
PPh pasal 21?

3. Memberikan solusi terhadap kendala yang terjadi



1.4 Manfaat Penulisan

Hasil penulisan yang sudah dilakukan, diharapkan dapat bermanfaat:

1. Bagi BKAD
Penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan
mekanisme pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21, sehingga dapat
meningkatkan ketepatan dan kepatuhan terhadap perpajakan

2 Bagi Penulis selanjutnya
Keuntungan bagi penulis selanjutnya adalah mereka dapat
Memahami alur pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 21



BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Menurut Mardismo (2019), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara , diatur
oleh Undang-Undang dan digunakan oleh kepentingan umum. Menurut UU
KUP, pajak adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh individu atau
organisasi kepada pemerintah. Pembayaran ini diwajibkan oleh hukum, dan
individu tidak mendapatkan imbalan langsung. Uang yang dikumpulkan
digunakan untuk keperluan pemerintah yang bertujuan untuk

kepentingan semua orang. Gagasan ini juga ditegaskan dalam Pasal 23A UUD
1945, yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan wajib lainnya untuk

pemerintah ditentukan oleh hukum.

UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 adalah kerangka hukum utama untuk
pengelolaan pajak di Indonesia. UU ini menguraikan hak dan kewajiban wajib
pajak dan petugas pajak, beserta prosedur penanganan pajak. UU ini

menyoroti istilah-istilah penting seperti Wajib Pajak, NPWP, dan SPT. Tujuan
dari peraturan umum ini adalah untuk memastikan pedoman hukum yang jelas

tentang bagaimana pajak dikelola.

2.2 Fungsi Pajak
1. Fungsi Anggaran
Pajak merupakan sumber pendapatan penting bagi negara, yang digunakan
untuk memenuhi berbagai kewajiban pemerintah. Dana pajak yang
terkumpul membiayai operasional sehari-hari, termasuk membayar gaji,
membeli barang, dan menutupi biaya pemeliharaan. Selain itu, pajak
berkontribusi pada upaya pembangunan domestik setelah pengeluaran rutin
diperhitungkan. Akibatnya, ada harapan bahwa pendapatan pajak akan

meningkat seiring dengan meningkatnya tuntutan pembangunan.



2. Fungsi Mengatur
Selain menyediakan sumber daya keuangan, pajak juga berfungsi sebagai
mekanisme pengaturan ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan
kebijakan pajak untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mendorong
investasi dengan menawarkan insentif atau pengurangan pajak kepada
investor domestik dan asing. Untuk melindungi produk dalam negeri,
pemerintah dapat mengenakan tarif yang lebih tinggi pada barang impor.

3. Fungsi Stabilitas
Menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam mengendalikan inflasi, juga
bergantung pada pajak. Pemerintah memiliki sumber daya untuk
melaksanakan langkah-langkah ekonomi yang mengendalikan jumlah uang
yang beredar berkat pendapatan pajak. Pengelolaan pajak yang efektif dan
tepat berkontribusi pada pemeliharaan keseimbangan harga dan stabilitas

ekonomi secara umum.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan
Dana pajak yang telah dikumpulkan kemudian dialokasikan untuk berbagai
kepentinga umum, termasuk pembangunan di berbagai sektor.
Pembangunan tersebut diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengandemikian, pajak turut

berperan dalam pemerataan pendapatan di masyarakat.

2.3 Sistem Pemungutan Pajak
1. Self-Assessment System
Self-Assesment system adalah pendekatan perpajakan yang menempatkan
seluruh akuntabilitas penanganan kewajiban pajak pada wajib pajak itu
sendiri. dalam kerangka ini, pemerintah bergantung pada individu untuk

menghitung sendiri total pajak yang harus mereka bayarkan.

2. Official Assessment System
Official Assessment System dalah cara pengumpulan pajak di mana
otoritas pajak menentukan berapa banyak pajak yang harus dibayar oleh

masyarakat. Dalam sistem ini, individu tidak dapat menghitung sendiri



jumlah pajak mereka karena semua perhitungan dilakukan oleh otoritas
pajak.

3. Withholding Assessment System

Withholding Assessment System adalah metode pengumpulan pajak

yang melibatkan pihak ketiga yang bertindak sebagai pengumpul pajak atau
agen pemotongan. Dalam pendekatan ini, pihak ketiga ini membantu
menghitung dan menahan pajak yang terutang sebelum pendapatan benar-
benar sampai ke wajib pajak. Pihak ketiga ini seringkali adalah seseorang
seperti bendahara pemerintah atau departemen keuangan dalam suatu
perusahaan. Mereka mengambil sebagian pendapatan, seperti upah
karyawan, dan mengirimkannya ke pemerintah. Akibatnya, wajib pajak
tidak secara langsung menghitung atau membayar pajak mereka; agen

pemotongan yang mengurus tugas-tugas ini untuk mereka.

2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas

penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak perorangan di negara ini, terlepas
dari apakah penghasilan tersebut berasal dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan
lainnya. Pajak ini tidak dipotong oleh individu penerima penghasilan,
melainkan oleh entitas yang menyalurkan penghasilan tersebut. Dengan
demikian, Pajak Penghasilan Pasal 21 beroperasi dalam kerangka sistem pajak
withholding, yang berarti bahwa penghasilan seperti gaji, upah, honorarium,
tunjangan, dan pembayaran lain yang terkait dengan pekerjaan atau jasa

dipotong sebelum dibayarkan kepada individu.

Peraturan yang mengatur Pajak Penghasilan Pasal 21 diuraikan dalam UU

No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah beberapa kali diubah.
Perubahan terbaru diberlakukan melalui UU No. 7 Tahun 2021 tentang HPP.
Peraturan ini memperbarui peraturan sebelumnya, termasuk yang tercantum
dalam UU No. 36 Tahun 2008, dan terus berfungsi sebagai landasan hukum
untuk penegakan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Indonesia. Sesuai dengan Pasal

21 UU Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan dapat diartikan sebagai pajak



2.5

2.6

yang dipotong dari penghasilan yang diperoleh atau didapatkan oleh wajib
pajak perorangan setempat sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau usaha
lainnya. Pihak yang membayar pajak ini, seperti pemberi kerja, bendahara,
dana pensiun, atau entitas lain yang memberikan penghasilan, bertanggung

jawab untuk memotong, menyetor, dan melaporkannya.

Subjek dan Objek Pajak Pemghasilan Pasal 21

Subjek Pajak adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21
adalah orang pribadi yang merupakan :

1. Karyawan yang memiliki pekerjaan tetap atau sementara

2. Penerima pensiunan
3. Tenaga ahli

4. Pekerja lepas

5. Peserta kegiatan

Objek PPh Pasal 21 Objek Penghasilan yang dipotong Pajak Objek PPh
Pasal 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan. Menurut Mardiasmo (2019),
objek PPh Pasal 21 meliputi:

3 Gaji, Upah, Tunjangan

4 Honorarium

5 Bonus

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP digunakan untuk menentukan jumlah penghasilan yang termasuk
dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 101/PMK. 010/2016, angka spesifik untuk PTKP

adalah sebagai berikut.
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Tabel 2. 3 Besaran Tarif PTKP

No Keterangan Setahun Sebulan
1 Wajib pajak orang pribadi 54.000.000 | 4.500.000
2 Tambahan untuk wajib pajak yang 4.500.000 375.000

menikah

3 Tambahan untuk setiap tanggungan | 4.500.000 375.000
maksimal 3 orang
4 Tambahan bagi istri yang 54.000.000 | 4.500.000

penghasilannya dingabung dengan

suami
Sumber Undang- Undang No. 7 Tahun 2021

PTKP berfungsi memberikan keringan kepada wajib pajak sehingga hanya

penghasilan tertentu yang di kenakan pajak

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Tarif pajak progresif yang diamanatkan oleh Undang- Undang Harmonisasi
Peraturan Pajak Tahun 2021 (UU HPP) menjadi dasar tarif Pajak Penghasilan
Pasal 21. Tarif pajak penghasilan Pasal 21 (PPh) ditentukan oleh UU No. 7
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak, sebagaimana diubah dalam
Pasal 17 yang berkaitan dengan rentang tarif penghasilan karyawan. Data PKP
diperlukan untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21. Data ini menjadi
dasar perhitungan pajak penghasilan dalam satu tahun pajak, yang dapat
diperoleh dengan mengurangi penghasilan bruto dari potongan yang ditetapkan

oleh pemberi kerja.



Tabel 2. 4 Lapisan Tarif PKP berdasarkan UU HPP

NO Penghasilan Setahun Tarif
NPWP Non NPWP
1 Sampai dengan Rp. 60.000.000 5% 6%
2 >Rp. 60.000.000 — Rp. 250.000.000 15% 18%
3 >Rp. 250.000.000 — Rp 500.000.000 25% 30%
4 | >Rp. 500.000.000- Rp. 5.000.000.000 30% 38%
5 >Rp. 5.000.000.000 35% 42%

Sumber: Undang — Undang No.7 Tahun 2021

Penyesuaian tarif dalam UU HPP telah menyebabkan kompleksitas yang lebih
besar dalam perhitungan pajak. Awalnya, ada empat tingkatan, tetapi sekarang
telah meningkat menjadi lima. Tingkatan kelima yang baru sebesar 35% telah
diperkenalkan untuk individu yang penghasilan kena pajaknya (PKP) melebihi
Rp 5 miliar per tahun. Selain itu, ambang batas untuk tingkatan pertama juga
telah direvisi, menaikkan batas PKP dari Rp 50.000.000 menjadi Rp
60.000.000 per tahun.

Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya menetapkan sistem tarif
bertingkat tetapi juga merevisi pendekatan pemotongan Pajak Penghasilan
Pasal 21 dengan memperkenalkan TER. Langkah ini diuraikan dalam PP No.
58 Tahun 2023, yang mengatur pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas
penghasilan yang diterima individu dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya.
Kerangka TER diterapkan untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk
periode sebelum periode pajak terakhir, pada dasarnya digunakan untuk
penilaian bulanan. Penggunaan TER menyederhanakan dan meningkatkan

kepraktisan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Tarif tersebut ditentukan oleh PP No. 80 Tahun 2010, yang mengatur tentang
pemotongan dan penerapan tarif Pajak Penghasilan yang memengaruhi
Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Negara atau Anggaran Pendapatan dan

Pengeluaran Daerah.
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Bersifat final

e Tidak ada pajak yang dikenakan atas pembayaran atau penghasilan, apa
pun sebutannya, yang diberikan kepada pegawai negeri sipil tingkat | dan
I1, serta anggota TNI dan POLRI yang berpangkat bintara atau perwira,
termasuk yang sudah pensiun.

e Pajak sebesar 5% dikenakan atas pembayaran atau penghasilan serupa
yang diterima oleh pegawai negeri sipil tingkat 111, beserta anggota TNI
dan POLRI yang berpangkat bintara atau perwira, termasuk yang sudah
pensiun.

e Pajak sebesar 15% dikenakan atas pembayaran atau jenis penghasilan lain
yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil tingkat 1V,
dan anggota TNI dan POLRI yang berpangkat perwira menengah hingga
tinggi, termasuk yang sudah pensiun.

Tarif pajak yang ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-
Undang tentang pajak penghasilan bulanan tetap dan konsisten, yang
merupakan bagian dari Anggaran Negara atau Anggaran Daerah setelah
dikurangi biaya kantor, biaya pensiun, dan iuran pensiun, beserta
penghasilan yang dikecualikan dari pajak berdasarkan Pasal 21 yang
berlaku untuk penghasilan bulanan tetap dan konsisten, termasuk gaji ke-
13, yang memengaruhi Anggaran Negara atau Anggaran Daerah dan
dihitung menggunakan tarif ini, akan menjadi tanggung jawab
pemerintah.Tarif TER dibagi menjadi 3(tiga) kategori sebagai berikut :
TER Kategori A

a. Tidak Kawin Tanpa Tanggungan (TK/0)

b. Tidak kawin dengan satu tanggungan (TK/1)

c. Kawin tanpa tanggungan (K/0)

TER Kategori B

a. Tidak kawin dengan dua tanggungan (TK2)

b. Tidak kawin dengan tiga tanggungan (TK/3)

c. Kawin dengan satu tanggungan (K/1)

o

Kawin dengan dua tanggungan (K/2)
e. Kawin dengan tiga tanggungan (K/3)
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2.8 Mekanisme Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21

Mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan melalui beberapa tahapan.

Menurut Resmi (2020), langkah-langkah perhitungan PPh Pasal 21 adalah

sebagai berikut:

1. Menghitung jumlah penghasilan bruto pegawai.

2. Mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan dan iuran yang
diperbolehkan.

3. Menghitung penghasilan neto.

4. Mengurangi penghasilan neto dengan PTKP untuk mendapatkan
penghasilan kena pajak (PKP)

5. Mengalikan PKP dengan tarif pajak yang berlaku

Dalam instansi pemerintah, bendahara pengeluaran bertugas melakukan

pemotongan PPh Pasal 21 dari gaji pegawai setiap bulan. Setelah dilakukan

pemotongan, pajak tersebut harus disetorkan ke kas negara dan dilanorkan

melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 sesuai

ketentuan yang berlaku.



BAB Il1
METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif
e Data Kualitatif
Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka, berupa cerita,
penjelasan, atau gambar, yang dipakai dalam penelitian untuk memperjelas
sifat, ciri, atau kualitas suatu peristiwa dengan cara yang lebih mendalam.
Data ini berfokus pada alasan dan cara sesuatu terjadi, bukan pada
jumlahnya. Data kualitatif disebut juga data deskriptif, atau data berbentuk
teks.
3.1.1 Sumber Data
Dalam mengumpulkan data untuk laporan akhir, penulis menggunakan
sumber data Sebagai berikut ;
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber
pertama melalui kegiatan observasi dan wawancara dengan pihak yang
terkait, seperti bagian keuangan atau bendahara yang menangani
pengelolaan gaji pegawai dan pemotongan PPh Pasal 21.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen atau sumber
lain yang relevan, seperti laporan keuangan, dokumen penggajian,
peraturan perpajakan, buku perpajakan, serta literatur yang berkaitan

dengan penelitian.

3.2 Metode Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam
penelitian ini Maka ada beberapa metode yan dipakai oleh penulis sebagai
berikut:
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1. Observasi
Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan
pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang berlangsung di
instansi terkait. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan
terhadap proses pengelolaan gaji pegawai serta mekanisme perhitungan
dan pemotongan PPh Pasal 21.

2. Wawancara
Metode wawancara adalah teknik penumpulan data yang dilakukan
dengan cara berkomunikasi langsung antara peneliti dan responden.

3. Studi Pustaka
Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dengan memeriksa berbagai

Sumber tertulis yang berkaitan dengan subjek yang diteliti.

3.3 Objek Kerja Praktik

3.3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian ini bertepatan di Badan Keuangan dan Aset Daerah bagian
Kas Daerah berlokasi di JI. Dr. Susilo No. 2, Bandar Lampung

Gambar 3.1 Kantor Pemerintahan Kota Bandar Lampung
Sumber: PortalNews.ID (2024)

Waktu kerja praktik :12 Januari — 27 Februari 2026
Waktu kerja kantor : Senin — Jumat
Pukul 08.00 WIB s/d 15.30 WIB
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3.3.2 Gambaran Umum Badan Keuangan dan Aset Daerah
Peraturan Peraturan Provinsi Lampung No. 8 Tahun 2016 tentang
pembentukan dan pengorganisasian badan pemerintahan daerah, bersama
dengan Peraturan Gubernur Lampung No. 89 Tahun 2016, mengatur
tanggung jawab dan kewenangan Badan Keuangan Daerah Provinsi
Lampung. Pada dasarnya, tugas utama badan ini adalah membantu Gubernur
dalam tugas-tugas yang berkaitan dengan keuangan daerah. Dalam
menjalankan tugasnya, Badan Keuangan Daerah mengikuti prinsip
kemandirian daerah dan mengemban tanggung jawab lain sesuai arahan

rencana Gubernur

Selanjutnya, melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun
2019, dibentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi
Lampung sebagai pengembangan dari Badan Keuangan Daerah sebelumnya.
Meskipun terjadi perubahan nama dan struktur, pada dasarnya tugas dan
fungsinya tetap sama, yaitu membantu Gubernur dalam mengelola keuangan
dan aset daerah. Peran ini dijalankan sesuai dengan prinsip otonomi daerah
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki peran yang sangat penting
dalam mendukung pengelolaan keuangan yang efektif serta peningkatan

kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandar Lampung,
khususnya pada bagian Kas Daerah (Kasda). BKAD merupakan salah satu
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas membantu
Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang pengelolaan keuangan, investasi pinjaman daerah, serta

pengelolaan aset daerah.

BKAD Kota Bandar Lampung beralamat di JI. Dr. Susilo No. 2, Bandar
Lampung dan memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan daerah,

termasuk penganggaran, pencairan dana, pencatatan keuangan, serta
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pengawasan terhadap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD).

Salah satu unit kerja di BKAD adalah Kas Daerah (Kasda) yang bertugas
mengelola arus kas pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran
kas daerah. Kasda juga berperan dalam proses pencairan dana melalui
mekanisme Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta memastikan bahwa
setiap transaksi keuangan daerah dilakukan sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

Saya memilih lokasi PKL di BKAD Kota Bandar Lampung karena instansi
ini merupakan lembaga yang secara langsung mengelola keuangan daerah,
sehingga memberikan kesempatan bagi penulis untuk memahami secara
nyata proses administrasi dan pengelolaan keuangan pemerintah, khususnya
terkait mekanisme perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan (PPh)
Pasal 21 atas gaji pegawai daerah. Selain itu, kegiatan PKL di bagian Kas
Daerah memungkinkan penulis memperoleh pengalaman langsung mengenai
proses pencairan dana, pencatatan transaksi keuangan, serta penerapan

peraturan perpajakan dalam lingkungan instansi pemerintah



3.3.3 Struktur Organisasi

16

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi BKAD Pemerintah Kota Bandar Lampung

PLT KEPALA
SEKRETARIS
KASUBAG UMUM &
KEPEGAWAIAN
[ | I | ]
KEPALABIDANG | KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG KEPALA BIDANG EVAL KABID
PERENCANAAN PERBENDAHARA AKUNTANSI & PEMBINAAN APBD PENGELOLAAN
ANGGARAN AN KOTA & INVESTASI ASET DAERAH
| 1 1 | l
KEPALA SUB KASUBBID KEPALA SUB BIDANG KEPALA SUB BIDANG KASUBID
BIDANG PENGELOLAAN AKUN & PELAPORAN EVAL & PEMBINAAN PERENCANAAN
KEBIJAKAN PENGELUARAN APBD KAB/KOTA PERUBAHAN
STATUS HUKUM
KEPALA SUB KEPALA SUB KEPALA SUB BIDANG KASUBBID EVAL & KASUBBID
BIDANG BIDANG PENCATATAN NON PEMBINAAN PENATAUSAHAAN
PENYUSUNAN& PEMBINAAN APBD & PEMBINAAN PERTANGGUNGJAWABA & PELAPORAN
KEPALA UPTD PUSAT DATA KEPALA UPTD
& INFORMASI KEUANGAN PEMANFAATAN,
PEMFIIIARAAN &
KEPALA SUB KEPALA SEKSI KEPALA SEKSI KEPALA SUB KEPALA SEKSI KEPALA
BAGIANTATA PENGELOLAAN SISTEM BAGIAN TATA PEMANFAATAN & SEKSI
USAHA DATA & INFORMATIKA USAHA PEMELIHARAAN PENGAMAN

Sumber : BKAD Kota Bandar Lampung (2026)
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3.3.4 Tugas Pokok dan Fungsi BKAD
Badan Keuangan dan Aset Daerah memiliki tanggung jawab untuk
mendukung kepala daerah dalam menjalankan fungsi penunjang
pemerintahan, khususnya di bidang keuangan. Tugas tersebut mencangkup
pengelolaan keuangan daerah serta pengelolaan barangmilik daerah. Dalam
pelaksanaannya, BKAD berperan sebagai pihak yang mengelola keuangan
secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga proses
pelaporan dan pertanggungjawaban.
Adapun fungsi BKAD meliputi :
1. Perumusan kebijakan teknis
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah
3. Pengelolaan kas daerah
4. Pengelolaan barang milik daerah
5

. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan

3.3.5 Visi dan Misi BKAD Kota Bandar Lampung
Visi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung Untuk
melaksanakan administrasi keuangan dan aset daerah yang transparan,
bertanggung jawab, dan profesional dalam rangka tata kelola pemerintahan
yang baik. Misi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung

1. Meningkatkan kualitas administrasi keuangan daerah secara tertib,
efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan regulasi.

2. Membangun pengelolaan aset daerah yang terbaik, paling tepat, dan
paling efisien sebagai komponen kekayaan daerah yang dapat
dimanfaatkan.

3. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparat BKAD melalui pelatihan
sumber daya manusia yang terampil dan terintegrasi.

4. Membangun sistem informasi berbasis teknologi yang terintegrasi untuk

pengelolaan keuangan dan aset daerah guna memberikan pelayanan



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penulisan dan pembahasan mengenai mekanisme
pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dalam
pengelolaan gaji pegawai di Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, dapat
disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 telah dilaksanakan
melalui tahapan yang sistematis dan terstruktur, dimulai dari penyusunan
daftar gaji dan perhitungan pajak oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD),
pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM), proses verifikasi oleh BKAD,
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), hingga penyetoran pajak
ke kas negara melalui Bank Lampung menggunakan sistem e-billing dan

penerbitan NTPN sebagai bukti pembayaran.

2. Secara umum, pelaksanaan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 telah
sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta didukung oleh
sistem administrasi berbasis digital yang meningkatkan transparansi dan

akuntabilitas.

3. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain
kendala teknis (gangguan sistem dan jaringan), kendala administratif
(kesalahan input dan keterlambatan dokumen), kendala regulasi (perubahan
aturan), serta kendala koordinasi dan birokrasi antar instansi yang

mempengaruhi kelancaran proses.
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4. Upaya perbaikan telah dilakukan oleh pihak BKAD, seperti peningkatan
kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi penggunaan sistem digital,
peningkatan koordinasi antar instansi, penguatan pengawasan internal, serta
pembaruan informasi regulasi, sehingga pelaksanaan pemotongan dan
penyetoran pajak dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

5.2 Saran
Berdasarkan hasil penulisan yang telah dilakukan, penulis memberikan

beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, khususnya pada bagian
pengelolaan keuangan dan bendahara pengeluaran, diharapkan dapat terus
meningkatkan ketelitian dalam melakukan perhitungan dan pemotongan
PPh Pasal 21 agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak.

2. Pihak bendahara pengeluaran di setiap OPD diharapkan selalu mengikuti
perkembangan peraturan perpajakan terbaru sehingga proses perhitungan
dan pemotongan PPh Pasal 21dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku Diharapkan adanya peningkatan sistem administrasi dan
dokumentasi terkait pembayaran pajak agar proses penyetoran dan

pelaporan pajak dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

3. Bagi penulis selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penulisan ini
dengan menambahkan analisis yang lebih mendalam mengenai efektivitas

sistem pemotongan dan pelaporan pajak pada instansi pemerintah daerah.
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